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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

NOMOK ;425,11 + 2 32 - Disdik

TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL SMP 1SLAM ATTURMUDZIY YAl GARUT ROTA DIBAWAH
NAUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL-KHAERTYY AH NOMOR 425,111 [30-DISDIK
TANGGAL 26 APRIL 2007 MULAI TAHUN PELAJARAN 20182019 SMP 1I5LAM ATTURMUDEZIYY AR
GARUT KOTA MENJADI NALUNGAN YAYASAN [5LAM ATTURMUDZNYY A GARUT KOTA

KEPALA DINAS PENDHIDTKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang ¢ [uhwn sehubungan sdanyn perubahan kedudukan SMT Talam Attwrmudziyyah Ganut

Kota dari Yayasan Pendidikan [slam (YPT) Al-Khaeriyyuh Pendidikan menjadi SMEP
Tslam Atturmudzivyah Ciaut Kodn dibowabh naungan Yayasan Pendidikan Islam
Atturmudeiyyal Gant Bato, maka Keputusan Kepala [Minos Pendidikan Knbupaten
Garst Womor 425.1101130-Disdik Tangeal 26 April 2007 tentang lxin Operasional
tersebut diatas peelu ditiinjau kembali don dilakakon penyesuaian;

b.  Bahwa scmua persyaralan pendirian SMP Islam Atlormuclziyyah Gant Kot tersebut
telah lerpenuha;

¢,  Dahwa untuk maksud butir a don b ferssbul di slas, dipandang periu dilelapkan
denzan Keputuzan Kepala DHisas Pendidikan Kabupnten Cierul

Menyringni 1 1. Undang-omdang Momor 14 Tahun 1950 tentang Pembeotukan Daerad-dacrah
Kabupaten Dralam Lingkungan Propinsi Jawa Barad {Herita Megara Tahun 1930}
schagaimana telab divbah denpgan Undeng-Undang Momor 4 Tahun 1968 tentang
Pembeniukan Kahupaten Purwakars dan Kabupaten Subang deogan Mengubab
'I_Inu_']ung-l_.'nd.ang Momor 14 Tahan 1950 [entang Pembenmikan Daersh-dnernh
Kabupaien Dalam Lingkungan Provins Jawa Basat (Tembaran Negara Republik
Tndonesia Tahun 1968 Momor 31, Tambaban Lembamn Megam Republik Imdonesia
Momeas 285 1%

2. Undang-unclmg Momoe 23 Tahun 2014 tenfang Pemennahan Daesah (Lembaran
Megara RBepublik Indmesia Tahim H¥M Momor 125, Tambaban Lemboran Negara
Republik Indonesia 2omar 4437} sebngnimana telah beberopn koli perubahan kedws
Aras Undang-Undang Momer 32 Tahan 2004 tentang  Pemerintahan Dherah
[Lm‘nharﬁ.ll I'-Icp_,ara RG[!ﬂ.Ih”i: Tndnnesia {i.enllmmn _"".Il:imm H_l:puhl_ik Indomesia
Tahun 2008 Momor 59, Tambahan Lembamn Megarn Republik Indonesia Nomor
4844);

3. Undang-undang Momor 20 Tahon 2003 fentang Sisten Pendidikan Masional
{Lembaran Hegara Regublik Indonesiz Taboan 2003 Momer 78, Tambaban Lemmaran
Wegnra Bepublik Indanesia Momor 43013

4, Peratwran Pemerintoh Momor 32 Tahun, 2013 ietang Perubabon atas Peramuran
Pemecintal Momare 19 Tahun 2003 dencang Stambar Masional Pendidikan | Tambahan
Lemboran Megara Republik Indonesin Momor 17 Tobun 2013, Tambuhan Lembaran
Magara Bepublik Indonesis Moemor 5400;

5, Peraturan Pemerinigh Momor 66 Tahun 2000 sentang Perubaban aias Perataran
Pemerininh MNomar |7 Tahun 2000 tentang Pengelolasn dan Penyelemygarnan
Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Fendidikan Maslonal Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2007
tentang  Standar Pengeleloan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dusar dan
Menengah;

T.  Perafuran Menteri Pendidikan Masional Republik Indonesia Momar 20 Tahun 2007
tentanyg Standar Penilaian Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nagionnd Republik Indonesia Momar 22 Tabun 2007
tentang Stardar s untuk Sntuon Pendicikan Dosar dan Menengaly;

9.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indoncsia Momor 23 Tahun 2007
tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satoan Pendidikan Menengnh;
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10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indoncsia Nomor 24 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 dan 23;

1. Eeputusan Menterd Pendidikan Masional Nomor 053020001 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar
dan Menengah;

I3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tabun 2004 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;

13, Keptusan Gubermur Momor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
{Revisi)

14, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 4200641~
Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun
2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)

15, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan dasrah Kabupaten Gargt Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Orpanisasi Dinas Daerah Kabupaten Ganut
{Lembaran Daerah Kabupaten Garot Tahun 2014 Nomor 9);

6. Persturan Deerah Kabupaten Gannt Womor 11 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun
2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Garut);

17.  Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian
dan Perubahan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan Surat Permohonan Perubahan Yayaszan Pendidikan Islam (YPI) Al-Ehaeriyyah
Pendidikan menjadi  Yawasan [slam  Atturmudziyyah  Nomor 003/YPI-
ATTUR/D9/18 Tanggal 1 September 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberi lzin Operasional kepada SMP Islam Atturmudsiyyah Garut Kota yang
didirikan oleh Yayasan Islam Atturmudziyyah di Jalan Megawati Kampung
Pasantren Kelumhan Sukanegln Kecamatan Gant Kota Kabupaten Garut mulai
tahun Pelajaran 2018/7201%;

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang
memenuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA :  Menugaskan kepada Kepala Bidang SMP dan Pengawas SMP untuk melaksanakan
pembinan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum periama;

KEEMPAT :  Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam
keputusan tersendini;

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku scjak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya,

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal : V| Pelorueans 2019

K.EP&LA DINAS PENDIDIKAN

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yih. :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI up. Dijen leﬁ.umn di Jakarta;
2. Bupati Garut ;

3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;

4, Ketna BMPS Kabupaten Garut,

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

